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1. 	 Kesimpulan 
a. 	 Hubungan hukum yang terjadi diantara pihak pembeli dan penjual dalam hal 
transaksi jual beli melalui internet adalah didasarkan pada perjanjian diantara 
para pihaknya, yaitu'berdasarkan pasaJ 1338 ayat ( 1 ) jo pasaJ 1320 BW. 
Perjanjian . tersebut adalah perjanjian jual beli, dimana perjanjian tersebut 
. dianggap telah lahir pada saat penjual berhasil mengotorisasi kartu kredit 
pembeli dan kemudian penjual mengjrimkan barang yang dibeli. Iklan dalam 
perdagangan elektronik merupakan pernyataan kehendak secara sepihak dari 
merchant dimana berupa penawaran dari merchant kepada calon pembeJi 
. 

merupakan keinginan atau kehendak merchant yang mengandung usul untuk 
mengadakan perjanjian dengan calon pembeJi dengan tujuan agar calon pembeti 
tertarik untuk membeli dan memiliki barang produksinya. Melihat dari 
perkembangan iklan dewasa ini terutama yang ada dalam toko virtual pada 
situs internet yang dituju, bisa dikatakan bahwa iklan pada umumnya bukanlah 
merupakan penawaran, melainkan undangan untuk melakukan penawaran. Hal 
ini berkaitan dengan tidak dicantumkannya syarat·syarat , hak dan kewajiban 
dan u~sur-unsur lain yang penting dalam suatu perjanjian tidak ikut 
dicantumkan dalam iklan tersebut. Namun apabila dalam iklan tersebut termuat 
syarat atau janji yang bersifat spesifik, iklan yang tadinya merupakan undangan 
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untuk melakukan penawaran akan berubah kedudukannya menjadi penawaran 
yang dapat menimbulkan akibat hu'\.."Um tertentu. 
b. 	 Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen yang merasa dirugikan akibat 
barang yang dibeli tidak sesuai dengan keinginannya ada dua, yaitu diluar 
pengadilan dimana pembeli dan penjual dapat meminta dan bersepakat melalui 
E-mail atau telpon agar penjual mau mengganti barang atau bisa juga dengan 
atau tanpa ganti rugi. Dalam hal ini konsumen juga dapat menyelesaikan 
sengketa dengan perantara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan badan 
ini berhak untuk menjatuhkan sanksi adminstrasi bagi pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu konsumen juga 
dapat menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan dimana hu'\.."Um yang 
dipakai adalah tergantung peniIaian hakim. DaJam gugatannya konsumen dapat 
mendasarkan pada adanya wanprestasi atau perbuatan melanggar hu'\.."Um. 
Konsumen dapat meminta ganti rugi, pemenuhan prestasi dan atau meminta 
pembatalan kesepakatan, berdasarkan pasal 1321 jo pasal 1328 BW dan daJam 
petitumnya juga dapat memohon pada hakim agar peJaku usaha dapat dijatuhi 
sanksi pidana atau juga sanksi tambahan bila memang teljadi kerugian yang . 
besar yang teljadi pada konsumen akibat barang yang dibeli tidak sesuai. 
2. 	 Saran 
a. 	 Sehubungan dengan hubungan hukum yang timbul diantara para pihak daJam 
transaksi juaJ beli melalui internet hanya didasarkan peljanjian diantara para 
pihaknya dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak. Untuk itu' 
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dipandang perlu untuk lebih melindungi para pihak tersebut dengan peraturan 
perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai transaksi jual beli 
. melalui internet ( E-commerce ). Karena sampai saat ini Indonesia hanya dapat 
mengadopsi hu\..."Um negara lain untuk menyelesaikan sengketa diantara para 
pihak, walaupun saat ini telah ada UU no. 8 tahun 1999. Dalam menentukan 
aturan hu~m mengenai E-commerce, hendaknya pemerintah juga memberikan 
perlindungan yang cukup pada pela\..."U E-commerce dalam negeri sedemikian 
rupa sehingga kedudukan mereka seimbang dan tidak Iebih jelek dari 
pengusaha E-commerce yang masuk ke Indonesia. 
b. 	 Hendaknya konsumen benar-benar mengerti akan hak-haknya dan tidak 
bersikap masa bodoh, bila terjadi keluhan maka sebaiknya melakukan suatu 
usaha agar haknya pulih dan penjual tidak melakukan kesalahan yang serupa. 
Walaupun belum ada hukum yang mengatur secara khusus mengenai E­
commerce di Indonesia, namun hukum yang ada dapat dipakai untuk. 
mengembalikan hak konsumen yang dirugikan. Misalnya dengan menggunakan 
dasar wanprestasi atau perbuatan melanggar hu\..."Um. Selama belum ada 
kerangka khusus yang mengatur E-commerce maka para konsumen hendaknya 
sangat berhati-hati dalam membeli suatu produk dan terlebih dulu 
membandingkan satu w~b dengan web lain yang menjual produk yang sama 
dengan mengaju.kan sejumlah pertanyaan mengenai barang yang bersang\..."Utan 
agar gambaran mengenai barang yang akan di beli lebih jelas. Walaupun suda~ 
ada undang-undang no. 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, hal ini 
belum mencu\..."Upi, karena masih baru dan belum sepenuhnya diterapkan. Maka 
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